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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
Jalan Kapten Piere Tendean No 44 Desa Banjardawa 
Kecamatan Taman 52361

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA BANJARDAWA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
Menimbang
:
a.
bahwa bahwa guna mewujudkan kelancaran pelaksanakan penjaringan bakal calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa memerlukan tata cara penjaringan bakal Calon Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjardawa tanggal 4 Juli 2018. Nomor : 141/04/PANPIL/VII/2018 tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, telah dilaksanakan rapat dalam rangka Penyusunan Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
c. berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun  2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Panitia Pemilihan wajib dan bertugas menyusun dan menetapkan penjaringan bakal calon;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa  tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Banjardawa;
Mengingat
:
1.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pemalang  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun  2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pemalang  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala        Desa;
4. Peraturan  BPD Desa Banjardawa Kecamatan Taman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Banjardawa;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA BANJARDAWA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa; 
10. Bakal Calon adalah penduduk Desa warga negara Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan.
11. Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Kepala Desa.
12. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
13. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang atau pemerintah Desa.
14. Hari adalah hari kerja pemerintah Desa atau pemerintah Daerah.
BAB II
PERSYARATAN CALON KEPALA DESA
Pasal 2
(1)  Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun  atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
j. berbadan sehat; 
k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan memenuhi syarat lain yaitu:
1. paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar; 
2. sehat rohani;
3. berkelakuan baik;
4. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena mengundurkan diri, kecuali mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (3);
5. tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa;
6. cakap membaca dan menulis;
7. tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat;
8. bersedia menjadi penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
9. didukung paling sedikit 2 % (dua persen) dari penduduk warga Desa setempat dengan dibuktikan surat tanda dukungan; dan
10. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, karena mengundurkan diri, kecuali  setelah melampaui 2 (dua) periode jabatan Kepala Desa.
(2)   Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
(3)  Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti  dan mendapatkan izin dari Bupati.
(4)   Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib memberitahukan dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa secara tertulis.
(5)   Perangkat Desa yang mengikuti pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih wajib mengambil/menjalani cuti secara otomatis.
(6) Perangkat Desa yang terpilih dalam pencalonan Kepala Desa mulai terhitung dari tanggal pelantikan diberhentikan dari jabatannya.
BAB III
PERSYARATAN ADMINISTRASI
Pasal 3 
(1) Persyaratan menjadi Bakal Calon, disamping pelamar harus memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada pelamar harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut.
a. Mengajukan surat lamaran pencalonan Kepala Desa kepada BPD melalui Panitia Pemilihan, yang ditulis dengan tangan sendiri diatas kertas bermaterai cukup.
b. Fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang dimiliki dan dilegalisasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran:
1.  Sekolah Negeri:
a) Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat oleh Kepala Sekolah atau Pejabat yang diberi kewenanagan; 
b) perguruan tinggi/akademi oleh Rektor/Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/surat tanda tamat belajar.
2. Sekolah Swasta:
a) Sekolah Menengah Pertama oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas  yang membidangi pendidikan Kabupaten/Kota;
b) Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas atau unit kerja yang membidangi pendidikan Provinsi;
c) perguruan tinggi/akademi oleh Rektor/Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/surat tanda tamat belajar.
3. Legalisasi fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/ halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja, tanda tangan pejabat (basah) dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja.
c. Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran, oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota, bagi Bakal Calon yang lahir diluar Jawa dapat dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
d. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan:
1. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
3. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor;
f. Surat keterangan berbadan sehat, bebas HIV/AIDS dan Narkoba  dari rumah sakit umum daerah Kabupaten Pemalang;
g. Surat keterangan sebagai bukti warga negara Republik Indonesia dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana formulir A;
h. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir B;
i. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir C;
j. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa sebagaimana formulir D dan surat pencalonan dari warga Desa setempat dilampiri surat tanda dukungan paling sedikit 2% (dua persen) dari penduduk warga desa setempat yang mempunyai hak pilih dan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik sebagaimana formulir E;
k. Surat keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat sebagaimana formulir F, dilampiri surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir G;
l. Surat pernyataan sehat rohani yang diketahui Kepala Desa dan ditandatangani 2 (dua) orang Saksi di atas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir H;
m. Surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa diketahui camat di atas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir I; 
n. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana formulir J;
o. Surat pernyataan pernah mengundurkan diri Jabatan Kepala Desa dan telah melampaui 2 (dua) periode jabatan Kepala Desa dilampiri dengan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa dari yang bersangkutan  sebagaimana formulir K;
p. Surat pernyataan tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat diketahui BPD, sebagaimana formulir L; dan
q. Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa, sebagaimana formulir M;
r. 
Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
(2) Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan dibuktikan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan dan dari Kepala Desa sebagaimana 
formulir N, dengan dilampiri dokumen pemuatan di surat kabar lokal/nasional dan bukti pengumuman/selebaran yang diumumkan di Desa setempat.
(3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
(4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan surat pemberitahuan dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa secara tertulis.
(5) Perangkat Desa yang megikuti pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi cuti sejak di tetapkan sebagai bakal calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. 
(6) Perangkat Desa yang terpilih dalam pencalonan Kepala Desa mulai terhitung dari tanggal pelantikan diberhentikan dari jabatannya.
(7) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengajukan cuti dan melampirkan surat izin tertulis dari Bupati.
(8) Bentuk formulir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, dan N
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panitia ini.
Pasal 4
(1) Pada saat melengkapi atau menyiapkan berkas pencalonan, pelamar wajib menyerahkan naskah Visi dan Misi Calon (bisa menyusul).
(2) Naskah Visi dan Misi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Calon dan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang sedang dijalankan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang.
Pasal 5 
(1) Surat lamaran pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup ditujukan kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Surat lamaran dan berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Panitia Pemilihan pada saat pendaftaran Calon.
(3) Surat lamaran pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis tangan sendiri oleh Bakal Calon dihadapan Panitia Pemilihan.
BAB IV
JENIS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU SEDERAJAT
Pasal 6 
(1) Syarat berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa adalah yang memiliki Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar.
(2) Yang dimaksud dengan kategori Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
a. Sekolah Umum:
1. SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama);
2. SMP (Sekolah Menengah Pertama);
3. SLTP Uper dan SMP Uper (lulus Ujian Persamaan SLTP, SMP).
b. Sekolah Kejuruan Selain Guru:
1. ST (Sekolah Teknik);
2. ST 4 (Sekolah Teknik 4 tahun);
3. SKP/ SKKP (Sekolah Kepandaian Putri/ Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama);
4. SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
5. STP/ STPL (Sekolah Teknik Pertama/ Sekolah Teknik Pertama Lanjutan);
6. STR (Sekolah Teknik Rendah);
7. SKN (Sekolah Kerajinan Negeri);
8. KKN (Kursus Kerajinan Negeri);
9. KPA (Kursus Pegawai Administrasi);
10. Sekolah STN (Sekolah Teknik Negeri).
c. Sekolah Guru B (SGB);
d. Pendidikan Guru Agama (4 Tahun);
e. Madrasah Tsanawiyah (MTs);
f. Kejar Paket B dan telah mengikuti Ujian Nasional;
g. Wustho dan telah mengikuti Ujian Nasional; dan
h. Pendidikan lain yang sedejarat Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON
Pasal 7 
(1) Panitia Pemilihan menyampaikan pengumuman mengenai akan dibuka pencalonan Kepala Desa berupa pendaftaran Bakal Calon.
(2) Penyampaian pengumunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum waktu pendaftaran Bakal Calon dimulai.
(3) Lama waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 9 (sembilan) hari.
(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tidak ada atau hanya ada 1 (satu) yang mendaftar sebagai Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan dapat melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dalam batas waktu paling lama 9 (sembilan) hari.
(5) Dalam hal selesainya perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada atau hanya satu yang mendaftar sebagai Bakal Calon, maka setelah Kepala Desa berakhir masa jabatan akan diangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.
(6) Sebelum pengumuman dan atau pendaftaran Bakal Calon dimulai Panitia Pemilihan dapat melakukan sosialisasi kepada warga mengenai adanya pendaftaran Calon Kepala Desa.
(7) Sosialisasi dapat dilakukan terpusat di Balai Desa atau di masing-masing Dusun.
Pasal 8
(1) Yang dimaksud selama 9 (sembilan) hari sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) adalah mulai penerimaan permohonan pencalonan kepala desa, pemberian penjelasan sampai dengan batas waktu penutupan pendaftaran.
(2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dibuka tanggal 7 sampai dengan 19 Juli 2018.
(3) Pendaftaran dilaksanakan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjardawa, pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB setiap Hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 08.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB untuk Hari Jumat, dan Hari Sabtu dan Minggu libur. 
(4) Setiap pelamar diberi nomor sesuai dengan urut waktu pendaftaran.
BAB VI
PENERIMAAN DAN PENGECEKAN BERKAS PENCALONAN
Pasal 9
(1) Panitia Pemilihan menerima berkas pencalonan Bakal Calon selama waktu pendaftaran Bakal Calon.
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bukti penerimaan secara tertulis setelah dilakukan pengecekan berkas pencalonan.
(3) Berkas yang diterima oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat lamaran beserta bukti bukti persayaratan pencalonaan Kepala Desa.
(4) Dalam hal berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, bakal calon diberi kesempatan melengkapi sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir tahap verifikasi berkas pencalonan.
(5) Apabila Bakal Calon tidak melengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir tahap verifikasi berkas pencalonan, maka Bakal Calon dinyatakan tidak lulus pada saat penetapan hasil seleksi Administrasi
(6) Berkas lengkap secara fisik apabila:
a. semua dokumen persyaratan administrasi ada;
b. naskah Visi dan Misi Calon ada;
c. Surat pernyataan kesediaan mendukung keberhasilan Pemilihan Kepala Desa bermeterai cukup. 
(7) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 4 (empat) bendel terdiri dari 1 (satu) bendel berkas asli dan 3 (tiga) bendel berkas salinan, dimasukan stopmap warna merah untuk Calon pria dan warna biru untuk Calon wanita.
Pasal 10
(1) Penerimaan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa berita acara dan chek list
(2) Berita acara penerimaan berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran.
(3) Chek list kelengkapan berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran.
Pasal 11
(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas pencalonan setelah pendaftaran ditutup pada tahap Verifikasi selama 9 (sembilan) hari.
(2) Penelitian berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengecekan, klarifikasi dan penelitian keabsahan dokumen, kesamaan nama/identitas lain dan kebenaran data/keterangan yang tercantum dalam berkas pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitianberkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) hari sejak penutupan tahap verifikasi.
(4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum. 
(5) Masyarakat/Bakal Calon dapat menyampaikan keberatan/sanggahan terhadap pengumunan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Pemilihan selama jangka waktu pengumuman.
(6) Pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
(7) Pengumuman Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi wajib disertai penjelasan dan alasan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Keberatan/sanggahan yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak akan dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil pemilihan.
(9) Panitia Pemilihan mempertimbangkan dan memberikan tanggapan sebagaimana mestinya serta memberikan keputusan akhir terhadap keberatan/sanggahan dengan keputusan Panitia Pemilihan tentang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dengan keputusan Panitia Pemilihan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak penutupan pendaftaran.
Pasal 12 
Bakal Calon yang menyerahkan berkas pencalonan dan/ atau melengkapi berkas pencalonan setelah pendaftaran ditutup, maka Panitia Pemilihan menyatakan Bakal Calon tersebut tidak memenuhi persyaratan.
Pasal 13
(1) Pendaftaran Calon dilaksanakan secara offline.
(2) Untuk penyusunan tata cara penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendapat fasilitasi Panitia Pemilihan Kabupaten.
Pasal 14 
Bakal Calon yang menyerahkan berkas pencalonan dan/ atau melengkapi berkas pencalonan setelah pendaftaran pencalonan ditutup, maka Panitia Pemilihan menyatakan Bakal Calon tersebut tidak memenuhi persyaratan.
BAB VII
KETENTUAN UMUR BAKAL CALON
Pasal 15
Bakal calon yang berhak mengikuti penjaringan telah berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan belum melebihi usia maksimal 60 (enam puluh) tahun terhitung pada saat mendaftar.
BAB VIII
STEMPEL PANITIA PEMILIHAN
Pasal 16
(1) Untuk keperluan pelaksaanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan berwenang mengadakan dan menggunakan stempel.
(2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
d. Stempel Panitia.
e. Stempel Verifikasi
(3) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertuliskan “PANITIA PILKADES”, dan mencantumkan nama desa dan nama kecamatan.
(4) Stempel verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) terdiri:
a. stempel bertuliskan “SAH”;
b. stempel bertuliskan “TIDAK SAH”.
BAB VIII
MENJAGA KEAMANAN BERSAMA
Pasal 17
(1) Masing-masing calon Kades harus menjaga suasana yang damai, aman dan kondusif.
(2) Apabila salah satu calon Kades tidak bisa menjaga suasana yang damai, aman dan kondusif maka calon Kades tersebut dapat didiskualifikasi pencalonannya.
(3) Sanksi diskualifikasi tersebut ditetapkan setelah panitia Pilkades, Pengawas Pilkades dan BPD melakukan koordinasi dan memperoleh kesepakatan bersama.
(4) Keputusan diskualifikasi tersebut ditanda tangani bersama oleh Ketua Pilkades, Ketua Panwas dan Ketua BPD.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Pada saat Peraturan Panitia ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Panitia yang mengatur mengenai Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa yang telah ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19
Pelaksanaan penjaringan Bakal Calon kepala desa berpedoman pada peraturan panitia pemilihan  ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Peraturan panitia pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	
	Ditetapkan di Banjardawa 
pada tanggal 4 Juli 2018
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LAMPIRAN 
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA KECAMATAN TAMAN
NOMOR 
:    1 TAHUN 2018
TENTANG
:
TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA BANJARDAWA KECAMATAN TAMAN
A. PENGUMUMAN TENTANG PENERIMAAN BAKAL CALON KEPALA DESA BANJARDAWA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA 
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
Jl. Kapten Piere Tendean No. 44 Desa Banjardawa Kecamatan Taman 52361

P  E  N  G  U  M  U  M  A N
Nomor : 141/05/PANPIL/2018
TENTANG
PENERIMAAN BAKAL CALON KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
Berdasarkan:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa; 
2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa; 
4. Peraturan BPD Desa Banjardawa Kecamatan Taman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Banjardawa; Dan 
5. Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjardawa Kecamatan Taman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.
Sehubungan Dengan Lowongnya Jabatan Kepala Desa/ Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Banjardawa Kecamatan Taman, Maka Akan Diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa. Dengan Ini Dibuka Kesempatan Kepada Warga Desa Banjardawa Kecamatan Taman Untuk Mengikuti Pencalonan Kepala Desa Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :
I. WAKTU PENDAFTARAN  :

Pendaftaran Kepala Desa dibuka tanggal 9 sampai dengan 19 Juli 2018.
II. SYARAT-SYARAT CALON KEPALA DESA :
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. berbadan sehat;
k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
l. memenuhi syarat lain yaitu:
1. paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
2. sehat rohani;
3. berkelakuan baik;
4. tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan kepala desa;
5. tidak diberhentikan dari jabatan kepala desa karena melanggar larangan kepala desa;
6. cakap membaca dan menulis;
7. tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat.
m. selain syarat-syarat tersebut di atas wajib :
1. melampirkan visi dan misi Calon Kepala Desa;
2. surat pernyataan bersedia menciptakan ketertiban, ketentraman dan  keamanan Pemilihan Kepala Desa Banjardawa;
3. bukan penjabat kepala desa;
III.
BERKAS PENDAFTARAN/LAMARAN :
Disamping calon harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, Pelamar diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
a. Mengajukan surat lamaran pencalonan Kepala Desa kepada BPD melalui Panitia Pemilihan, yang ditulis dengan tangan sendiri di atas kertas bermeterai cukup.
b. Fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/ surat tanda tamat belajar terakhir yang dimiliki dan dilegalisasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran:
1. Sekolah Negeri:
a) Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum oleh Kepala Sekolah;
b) perguruan tinggi/ akademi oleh Rektor/ Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/ surat tanda tamat belajar.
2. Sekolah Swasta:
a) Sekolah Menengah Pertama oleh Kepala Sekolah dan Kepala Perangkat Daerah  yang membidangi pendidikan Kabupaten/Kota;
b) Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas atau unit kerja yang membidangi pendidikan Provinsi;
c) perguruan tinggi/akademi oleh Rektor/Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/surat tanda tamat belajar.
3. Legalisasi fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/ halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja, tanda tangan pejabat (basah) dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja.
4. Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran, oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota, bagi Bakal Calon yang lahir diluar Jawa dapat dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
5. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan:
a) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
b) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
c) tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor;
7. Surat keterangan berbadan sehat, bebas HIV/AIDS dan Narkoba  dari rumah sakit umum daerah Kabupaten Pemalang;
8. Surat keterangan sebagai bukti warga negara Republik Indonesia dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana formulir A;
9. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir B;
10. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir C;
11. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa sebagaimana formulir D dan surat pencalonan dari warga Desa setempat dilampiri surat tanda dukungan paling sedikit 2% (dua persen) dari penduduk warga desa setempat yang mempunyai hak pilih dan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik sebagaimana formulir E;
12. Surat keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat sebagaimana formulir F, dilampiri surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir G;
13. Surat pernyataan sehat rohani yang diketahui Kepala Desa dan ditandatangani 2 (dua) orang Saksi di atas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir H;
14. Surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa diketahui camat di atas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir I; 
15. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana formulir J;
16. Surat pernyataan pernah mengundurkan diri Jabatan Kepala Desa dan telah melampaui 2 (dua) periode jabatan Kepala Desa dilampiri dengan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa dari yang bersangkutan  sebagaimana formulir K;
17. Surat pernyataan tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat diketahui BPD, sebagaimana formulir L; dan
18. Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa, sebagaimana formulir M;
19. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
c. Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan dibuktikan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan dan dari Kepala Desa sebagaimana 
formulir N, dengan dilampiri dokumen pemuatan di surat kabar lokal/nasional dan bukti pengumuman/selebaran yang diumumkan di Desa setempat.
d. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
e. Perangkat Desayang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan surat pemberitahuan dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa secara tertulis.
f. Perangkat Desa yang megikuti pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi cuti sejak di tetapkan sebagai bakal calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. 
g. Perangkat Desa yang terpilih dalam pencalonan Kepala Desa mulai terhitung dari tanggal pelantikan diberhentikan dari jabatannya.
h. Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengajukan cuti dan melampirkan surat izin tertulis dari Bupati.
i. melampirkan visi dan misi Calon Kepala Desa;
j. surat pernyataan bersedia menciptakan ketertiban, ketentraman dan  keamanan Pemilihan Kepala desa Banjardawa;
IV. CARA PENDAFTARAN :
a. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa wajib dilakukan langsung oleh Bakal Calon yang bersangkutan dengan membawa berkas persyaratan lamaran Bakal Calon Kepala Desa datang ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjardawa Kecamatan Taman (Balai Desa).
b. Panitia Pemilihan Kepala Desa melayani pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antara Pukul 08.00 WIB s/d. 14.00 WIB setiap hari Senin-Kamis, Pukul 08.00 WIB s/d. 11.00 WIB setiap hari Jumat dan hari Sabtu-Minggu libur, dalam jangka waktu pendaftaran.
c. Berkas Pencalonan akan diteliti, apabila tidak lengkap dikembalikan atau diberi waktu untuk melengkapi sampai penutupan pendaftaran.
d. Bagi bakal calon yang mendaftar dan berkasnya sudah lengkap diberi nomor pendaftaran.
e. Pada saat menyerahkan berkas lamaran pencalonan, membawa STTB Asli dari SD s/d. STTB jenjang pendidikan sesuai surat lamaran, untuk ditunjukkan kepada Panitia.
V. KETENTUAN LAIN :
a. Persyaratan administrasi agar disusun sesuai dengan urutan yang tercantum dalam pengumuman ini.
b. Keterangan selengkapnya tentang Pencalonan Kepala Desa dapat diperoleh pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Balai Desa).
c. Formulir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, dan N dapat diambil pada Panitia tanggal 9 Juli 2018.
d. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tidak dipungut biaya apapun.
BANJARDAWA, 4 JULI 2018
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN
K E T U A,
MUHAMMAD YUSUF, SE.M.Si
B. CONTOH LAMARAN PENCALONAN KEPALA DESA BANJARDAWA

	
	BANJARDAWA, …………2018

	
	

	Perihal : Lamaran Pencalonan Kepala Desa BANJARDAWA. 
	Kepada
Yth. BPD Desa BANJARDAWA
Lewat Panitia Pemilihan Kepala Desa BANJARDAWA
Di 
BANJARDAWA



Berdasarkan Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa BANJARDAWA Kecamatan Taman tanggal 7 Juli 2018 Nomor : 141/……./PANPIL/2018 tentang Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa BANJARDAWA Kecamatan TAMAN Kabupaten Pemalang,  maka dengan ini saya :
Nama 
:
………………………………………………........... 
Tempat / Tgl. Lahir 
:
………………………………………………………
Jenis Kelamin 
:
………………………………………………………
Pendidikan terakhir 
:
………………………………………………………
Agama 
:
………………………………………………………
Pekerjaan 
:
………………………………………………………
Alamat 
:
………………………………………………………
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa BANJARDAWA Periode 2018 s/d. 2022. Sebagai persyaratan administrasi dengan ini saya lampirkan :
a. Fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/ surat tanda tamat belajar terakhir yang dimiliki dan dilegalisasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;
b. Fotocopi akta kelahiran yang dilegalisir dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;
c. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan :
1. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
3. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Pemalang.
e. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah. 
f. Surat keterangan sebagai bukti warga negara Republik Indonesia dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana formulir A;
g. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir B;
h. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir C;
i. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa sebagaimana formulir D dan surat pencalonan dari warga Desa setempat dilampiri surat tanda dukungan paling sedikit 2% (dua persen) dari penduduk warga desa setempat yang mempunyai hak pilih dan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik sebagaimana formulir E;
j. Surat keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat sebagaimana formulir F, dilampiri surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir G;
k. Surat pernyataan sehat rohani yang diketahui Kepala Desa dan ditandatangani 2 (dua) orang Saksi di atas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir H;
l. Surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa diketahui camat di atas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir I; 
m. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana formulir J;
n. Surat pernyataan pernah mengundurkan diri Jabatan Kepala Desa dan telah melampaui 2 (dua) periode jabatan Kepala Desa dilampiri dengan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa dari yang bersangkutan  sebagaimana formulir K;
o. Surat pernyataan tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat diketahui BPD, sebagaimana formulir L; dan
p. Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa, sebagaimana formulir M;
q. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
r. Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan dibuktikan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan dan dari Kepala Desa sebagaimana 
formulir N, dengan dilampiri dokumen pemuatan di surat kabar lokal/nasional dan bukti pengumuman/selebaran yang diumumkan di Desa setempat.
s. Surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang ditunjuk dan dilampiri surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa (Khusus bagi Pegawai Negeri : Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia);
t. Surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dilampiri surat permohonan izin cuti (Khusus bagi Perangkat Desa) ;
u. Surat izin tertulis dari Bupati dilampiri surat permohonan izin cuti (Khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali).
v. melampirkan visi dan misi Calon Kepala Desa;
w. surat pernyataan bersedia menciptakan ketertiban, ketentraman dan  keamanan Pemilihan Kepala Desa Banjardawa;

Demikian surat lamaran ini saya buat dengan harapan dapat diterima, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
	Hormat saya,
……………………………………….


C. FORMULIR PERSYARATAN CALON KEPALA DESA
1. SURAT KETERANGAN SEBAGAI BUKTI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.


PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SURAT KETERANGAN
SEBAGAI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
Nomor : ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama 
:  
...;
NIP
:  
...;
jabatan
:  
...;
menerangkan dengan sebenarnya bahwa, Saudara:
nama 
:  
...;
jenis kelamin
:  
...;
agama
:  
...;
tempat, tgl. lahir
:  
...;
pekerjaan
:  
...;
alamat
:
...;
adalah warga Negara Republik Indonesia dengan dibuktikan dengan Nomor NIK ... dan Nomor Kartu Keluarga ..., sebagaimana fotokopi terlampir. 

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.
	
	..., ...
... (jabatan)
...
... (Pangkat)
NIP. ...



2. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

SURAT  PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama 
: 
...;
jenis kelamin 
:
...;
agama 
:
...;
tempat, tgl. lahir 
: 
...;
pekerjaan 
: 
...;
alamat 
: 
...;
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.
..., ...
Yang Membuat Pernyataan

Tanda tangan
…….......
3. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA.

SURAT  PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN 
MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG–UNDANG 
DASAR  NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama 
:
...;
jenis kelamin 
:
...;
agama 
:
...;
tempat, tgl. lahir 
:
...;
pekerjaan 
:
...;
alamat 
:
...;
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh, dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.
..., ...
Yang Membuat Pernyataan

Tanda tangan
…….......
4. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA DAN SURAT  TANDA DUKUNGAN PALING SEDIKIT 2% DARI PENDUDUK WARGA DESA SETEMPAT YANG MEMPUNYAI HAK PILIH.
a. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA.

SURAT  PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama 
:
...;
jenis kelamin 
:
...;
agama 
:
...;
tempat, tgl. lahir 
:
...;
pekerjaan 
:
...;
alamat 
:
...;
menyatakan dengan sesungguhnya,  bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ..... Kecamatan ..... sebagaimana surat dukungan dari warga Desa ...  dilampiri fotokopi sejumlah …… Kartu Tanda Penduduk atau sebanyak ..… % dari Jumlah penduduk Desa ………….. yang mempunyai hak pilih. (paling sedikit 2% dari penduduk warga desa)
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila surat pernyataan, surat dukungan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti dukungan ternyata tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/ dinyatakan gugur dalam pencalonan Kepala Desa dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.
............, .............
Yang Membuat Pernyataan

Tanda tangan
…….......
b. SURAT  TANDA DUKUNGAN PALING SEDIKIT 2% DARI PENDUDUK WARGA DESA SETEMPAT YANG MEMPUNYAI HAK PILIH.

SURAT  TANDA DUKUNGAN PALING SEDIKIT 2% 
DARI PENDUDUK WARGA DESA SETEMPAT 
YANG MEMPUNYAI HAK PILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini kami warga Desa ………….Kecamatan ………………..Kabupaten Pemalang, menyatakan dengan sesungguhnya,  bahwa Kami mendukung Saudara;
nama 
:
...;
tempat, tgl. lahir 
:
...;
NIK
:
...;
jenis kelamin 
:
...;
agama 
:
...;
pekerjaan 
:
...;
alamat 
:
...;
Dalam pencalonan Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ….Kec ….Kabupaten Pemalang Tahun ……….
Sebagai bukti dukungan kami lampirkan fotokopi sejumlah  …… Kartu Tanda Penduduk atau sebanyak ..… % dari Jumlah penduduk Desa ………….. yang mempunyai hak pilih.
............, .............
Yang Membuat Pernyataan
	NO
	NAMA
	ALAMAT
	TANDA TANGAN

	1
	
	
	1

	2
	
	
	2

	3
	
	
	3

	dst
	
	
	……..


5. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN DARI CAMAT DAN SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN.
a) SURAT KETERANGAN CAMAT


PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN .....
SURAT  KETERANGAN
TIDAK PERNAH MENJADI SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN
Nomor : ...
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
nama 
:
...;
jabatan 
:
Camat ............;
dengan ini menerangkan bahwa:
nama 
:
...;
jenis kelamin 
:
...;
agama 
:
...;
tempat, tgl. lahir
:
...;
pekerjaan 
:
...;
alamat 
:
...;
selama tercatat sebagai penduduk Desa ..... Kecamatan ..... yang bersangkutan tidak pernah menjadi kepala desa selama tiga kali masa jabatan.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
	*)dilampiri surat pernyataan Formulir H
	..........., ...........
CAMAT ...
........
... (Pangkat)
NIP. ...



b) SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN.

SURAT  PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA 
SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama 
: 
...;
jenis kelamin 
:
...;
agama 
:
...;
tempat, tgl. lahir 
: 
...;
pekerjaan 
: 
...;
alamat 
: 
...;
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjadi Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.
.........., .................
Yang Membuat Pernyataan

Tanda tangan
…….......
6. SURAT PERNYATAAN SEHAT ROHANI

SURAT  PERNYATAAN
SEHAT ROHANI

Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama 
:
...; 
jenis kelamin 
:
...;
agama 
:
...; 
tempat, tgl. lahir
:
...;
pekerjaan 
:
...; 
alamat 
:
...; 
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya nyata-nyata tidak terganggu jiwanya.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.
	Saksi-saksi:
1. Nama
: ...
Alamat
: ...


  ... tanda tangan …
2. Nama
: ...

Alamat
: ...


  ... tanda tangan …

	............., ..............
Yang Membuat Pernyataan

    Tanda tangan
…….......


MENGETAHUI,
..............., ... (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA .....
Tanda tangan &
stempel
…….......
7. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN KEPALA DESA.

SURAT  PERNYATAAN TIDAK PERNAH 
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama 
:
...;
jenis kelamin 
:
...;
agama 
:
...;
tempat, tgl. lahir :
...;
pekerjaan 
:
...;
alamat 
:
...;
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun,  apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.
	MENGETAHUI
... (kecamatan) , ... (tanggal, bulan, tahun)
CAMAT ...

..........
... (Pangkat)
NIP. ...

	........., ..........
Yang Membuat Pernyataan
Tanda tangan
…….......



8. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN KEPALA DESA KARENA MELANGGAR LARANGAN KEPALA DESA

SURAT  PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN KEPALA DESA 
KARENA MELANGGAR LARANGAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama 
:
...; 
jenis kelamin 
:
...; 
agama 
:
...; 
tempat, tgl. lahir :
...; 
pekerjaan 
:
...; 
alamat 
:
...; 
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun,  apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.
	
..........
... (Pangkat)
NIP. ...

	........., ...
Yang Membuat Pernyataan
Tanda tangan
…….......



9. SURAT PERNYATAAN PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN KEPALA DESA, KARENA MENGUNDURKAN DIRI, DAN TELAH MELAMPAUI 2 (DUA) PERIODE JABATAN KEPALA DESA

SURAT  PERNYATAAN
PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN KEPALA DESA, 
KARENA MENGUNDURKAN DIRI, DAN TELAH MELAMPAUI 2 (DUA) PERIODE JABATAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama 
:
...; 
jenis kelamin 
:
...; 
agama 
:
...; 
tempat, tgl. lahir :
...; 
pekerjaan 
:
...; 
alamat 
:
...; 
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, karena mengundurkan diri dan telah melampaui 2 (dua) Periode Jabatan Kepala Desa dilampiri Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Kepala Desa.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun,  apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.
	
..........
... (Pangkat)
NIP. ...

	........., ...
Yang Membuat Pernyataan
Tanda tangan
…….......



10. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAKAN TERCELA YANG MENIMBULKAN KRISIS KEPERCAYAAN YANG MELUAS DI MASYARAKAT

SURAT  PERNYATAAN  TIDAK PERNAH MELAKUKAN 
TINDAKAN TERCELA YANG MENIMBULKAN KRISIS KEPERCAYAAN 
MELUAS DI MASYARAKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama 
:
...; 
jenis kelamin 
:
...; 
agama 
:
...; 
tempat, tgl. lahir
:
...; 
pekerjaan 
:
...; 
alamat 
:
...; 
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat Desa ... Kecamatan .... 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia  diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.
	
	........., ...
Yang Membuat Pernyataan
Tanda tangan
…….......



MENGETAHUI:
.........., ... (tanggal, bulan, tahun)
BPD Desa .....
Ketua, 
Tanda tangan &
stempel
…….......
11. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI PENDUDUK DESA SETEMPAT DAN BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA SETEMPAT APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA

SURAT  PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI PENDUDUK DESA SETEMPAT DAN 
BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA SETEMPAT 
APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama 
:
...; 
jenis kelamin 
:
...; 
agama 
:
...; 
tempat, tgl. lahir :
...; 
pekerjaan 
:
...; 
alamat 
:
...; 
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia menjadi penduduk desa setempat dan bertempat tinggal tetap di desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun,  apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.
	
	........., ...
Yang Membuat Pernyataan
Tanda tangan
…….......



12. SURAT KETERANGAN BERSANGKUTAN PERNAH DIPIDANA SERTA BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG, DENGAN DIBUKTIKAN SURAT KETERANGAN DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN DARI KEPALA DESA SEBAGAIMANA


SURAT  PERNYATAAN PERNAH DIPIDANA 
YANG BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG ULANG

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:
nama 
:
..., 
jenis kelamin 
:
...,
agama 
:
...,
tempat, tgl. lahir
:
...,
pekerjaan 
:
...,
alamat 
:
...,
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:
· pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih sejak tanggal ... (tanggal, bulan, tahun/ Tahun) sampai dengan ... (tanggal, bulan, tahun/ Tahun) serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
· telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik mengenai kejahatan tersebut di atas pada tanggal ... (tanggal, bulan, tahun) di surat kabar/ media masa ....
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.
	MENGETAHUI:
......., ... (tanggal, bulan, tahun) 
KEPALA DESA .....
Tanda tangan dan 
stempel
……………
	..........., ...
Yang Membuat Pernyataan
Tanda tangan
…….......



* Dilampiri fotokopi dokumen pemuatan di surat kabar lokal/nasional dan bukti pengumuman/selebaran.
D. TANDA TERIMA BERKAS PENCALONAN
BERITA ACARA PENERIMAAN BERKAS LAMARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
Jl. Kapten Piere Tendean No. 44 Desa Banjardawa 

Kecamatan Taman 52361

BERITA ACARA PENERIMAAN 
BERKAS LAMARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor : 141/......../PANPIL/2018
Pada hari ini  ................ tanggal .............. bulan ..................... Tahun ...............,  kami Panitia Pemilihan Kepala Desa  telah melakukan pengecekan berkas lamaran bakal calon kepala desa Sebagaimana dimaksud dalam 43 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 9  Peraturan Panitia Permilihan Kepala Desa BANJARDAWA Kecamatan Taman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Banjardawa dengan hasil sebagai berikut :
N a m a 
:
..........................................................................
Tempat, tanggal lahir
:
..........................................................................
Alamat 
: 
..........................................................................
Nomor Pendaftaran
:
..........................................................................
dinyatakan lengkap / tidak lengkap persyaratan administrasi sebagaimana chek list dalam lampiran.
	BAKAL CALON KEPALA DESA
...............................................

	BANJARDAWA, .......................... 2018
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN
KETUA
 ( .................................................. )


Catatan : 
1. Berkas yang tidak lengkap diterima dengan tanda terima dilampiri check list dan yang bersangkutan diberi penjelasan serta diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan batas waktu H-1 Tahap Verifikasi Berkas Pencalonan.
2. Apabila kekurangan berkas pencalonan tidak dilengkapi sampai dengan batas waktu H-1 Tahap Verifikasi Berkas Pencalonan maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat mendaftar sebagai calon kepala desa.
CHEK LIST KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI BAKAL CALON KADES 
CHEK LIST
KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI BAKAL CALON KADES 
PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA TAHUN 2018
NAMA 
: ...................................................
TEMPAT, TANGGAL LAHIR
: ...................................................
PEKERJAAN 
: ...................................................
ALAMAT 
: ...................................................
	NAMA BERKAS
	ADA
	TDK ADA
	KETE-RANGAN

	1.
Surat lamaran Pencalonan Kepala Desa kepada BPD melalui Panitia Pemilihan bermaterai
	 
	 
	 

	2.
Fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/ surat tanda tamat belajar terakhir yang dimiliki dan dilegalisasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;
	 
	 
	 

	3.
Foto copy akta kelahiran yang dilegalisir dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;
	 
	 
	 

	4.
Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan :
	 
	 
	 

	a.
tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
	 
	 
	 

	b.
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
	 
	 
	 

	c.
tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
	 
	 
	 

	d.
tidak pernah terlibat mengkhianati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika.
	 
	 
	 

	5.
Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Pemalang.
	 
	 
	 

	6.
Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah. 
	 
	 
	 

	7.
Surat keterangan sebagai bukti warga negara Republik Indonesia dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (formulir A).
	 
	 
	 

	8.
Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (formulir B).
	 
	 
	 

	9.
Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, (formulir C).
	 
	 
	 

	10.
Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa (formulir D) dan surat pencalonan dari warga Desa setempat dilampiri surat tanda dukungan paling sedikit 2% (dua persen) dari penduduk warga desa setempat yang mempunyai hak pilih (formulir E) dan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik.
	 
	 
	 

	11. Surat keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat (formulir F), dilampiri surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas segel atau bermeterai cukup (formulir G)
	 
	 
	 

	12.
Surat pernyataan sehat rohani yang diketahui Kepala Desa dan ditandatangani 2 (dua) orang Saksi di atas segel atau bermeterai cukup (formulir H).
	 
	 
	 

	13.
Surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa diketahui camat di atas segel atau bermeterai cukup (formulir I).

	 
	 
	 

	14.
Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa (formulir J).
	 
	 
	 

	15.
Surat pernyataan pernah mengundurkan diri Jabatan Kepala Desa dan telah melampaui 2 (dua) periode jabatan Kepala Desa dilampiri dengan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa dari yang bersangkutan  (formulir K).
	 
	 
	 

	16.
Surat pernyataan tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat diketahui BPD (formulir L); dan

	 
	 
	 

	17.
Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa (formulir M);
	 
	 
	 

	18.
Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
	 
	 
	 

	19.
Surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan dan dari Kepala Desa (formulir N), dilampiri dokumen pemuatan di surat kabar lokal/ nasional dan bukti pengumuman/ selebaran yang diumumkan di Desa setempat (Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih).
	 
	 
	 

	20.
Surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa. (Khusus bagi Pegawai Negeri : Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia) ;
	 
	 
	 

	21.
Perangkat Desayang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan surat pemberitahuan dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa secara tertulis

	 
	 
	 

	u.   Surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dilampiri surat pemberitahuan dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa (Khusus bagi Perangkat Desa Lainnya) ;
	 
	 
	 

	v.    Surat Pengajuan cuti dilampiri Surat izin tertulis dari Bupati (Khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali).
	 
	 
	 

	w.
melampirkan visi dan misi Calon Kepala Desa
	
	
	

	x.
surat pernyataan bersedia menciptakan ketertiban, ketentraman dan  keamanan Pemilihan Kepala desa BANJARDAWA
	
	
	


BANJARDAWA , ............... 2018
Petugas,
...........
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA




KECAMATAN TAMAN

	KETUA
MUHAMMAD YUSUF, SE., M.Si
	SEKRETARIS
IIN NURINA PUTRI, ST


	
	





Formulir  G





(alamat) ………………………………………………………………………..


……………………………………








Meterai


Rp.  6000,-





DITULIS TANGAN SENDIRI








Formulir  A





(alamat) ………………………………………………………………………..


……………………………………





Meterai


Rp6000,00








Formulir  B








Formulir   C





Meterai


Rp6000,00








Formulir   D





Meterai


Rp6000,00








Formulir F





Meterai


Rp6000,00








Formulir  H








Formulir  1








Formulir   J








Formulir  L





Meterai


Rp6.000,00








Formulir N





Meterai


Rp6.000,00





Meterai


Rp6000,00








Formulir   M





Meterai


Rp6.000,00








Formulir   E








Formulir  K





Meterai


Rp6.000,00





Meterai


Rp6.000,00


MENGETAHUI


... (kecamatan) , ... (tanggal, bulan, tahun)


CAMAT ...





Meterai


Rp6.000,00


MENGETAHUI


... (kecamatan) , ... (tanggal, bulan, tahun)


CAMAT ...








